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Abstract

Islamic Studies are very rich in political thoughts and
theories. Theoretically, this field has not been much
explored, introduced, and developed by modern Muslim
thinkers, although practically, Islam is closely related
to politics since the early period of its birth. This paper
examines and maps the theoretical discourse of poli-
tics that developed in the Islamic Studies. There are two
issues that are the subject of discussion, namely: first,
about the development of political theoretical discourse
in Islamic Studies; and second, about the characteristics
of the Islamic political discourse. From a descriptive-
analytical view, it was found that discourse on politics in
the Islamic Studies to the Middle Ages was discussed in
two different genres, namely in the discipline of figh and
philosophy. Each of these genres has different perspectives,
approaches, ethical sources, and exponents. Although
these two genres are different, they both emphasize the
significance of ethics in politics or make ethics a character
and basis on which politics is upheld.

Keywords
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A. Pendahuluan: Islam dan Politik

Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan
politik. Pada periode pertama dakwah Nabi Muhammad yang
beliau jalani di kota Makkah, Islam belum banyak bersen-
tuhan dengan persoalan politik. Pada periode itu, Islam masih
berupa seruan kenabian, sementara peran Nabi Muhammad
masih terbatas sebagai pemberi peringatan (nazir) dan rasul
Allah.! Persinggungan Islam dengan persoalan politik baru
terjadi pada periode kedua dakwah nabi yang beliau jalani di
kota Yatsrib (Madinah). Di kota ini, Islam berkembang dari
sekadar agama menjadi sebuah negara. Pada periode inilah
dimulainya peran nabi yang tidak sekadar sebagai rasul Allah,
tetapi juga sebagai seorang politisi dan negarawan. Umat Islam
generasi pertama menerima beliau sebagai pemimpin agama
dan politik,* yang menyatukan kepentingan agama dengan tun-
tutan politik (siydsah).’ Peran ganda ini seringkali dijadikan
bukti oleh para sarjana modern untuk menunjukkan hubungan
yang sangat erat antara Islam dan politik.*

Setelah Nabi Muhammad wafat, persoalan pertama yang
dihadapi oleh umat Islam adalah tentang siapa yang berhak
menggantikan beliau untuk memimpin komunitas Muslim
yang baru terbentuk itu. Persoalan ini tentu saja bercorak
politik. Menurut Harun Nasution, persoalan yang pertama-
tama muncul dalam sejarah Islam bukanlah persoalan yang

! Pada saat itu ka'bah dipercaya sebagai bangunan suci tempat berkum-
pulnya para dewa dan pusat ibadah orang-orang Arab. Lihat Philip K. Hitti,
History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah
Peradaban Islam, terj. R. Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi (Jakarta:
PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), pp. 141-142.

2 Arnold Toynbee, The Caliphate (London: Oxford, 1965), p. 30.

’ Hans Daiber, “Political Philosophy”, Seyyed Hossein Nasr & Oliber
Leaman (eds.), History of Islamic Philosophy Part II (London & New York:
Routledge, 1996), p. 841

* Philip K. Hitti, History of the Arabs, p. 151.
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berkenaan dengan keyakinan (‘aqidah) yang merupakan inti
ajaran Islam, melainkan persoalan politik.’ Asy-Syahrastani
mengatakan bahwa tidak pernah terjadi dalam Islam sebuah
pedang terhunus karena masalah ‘aqidah, melainkan terjadi
dalam masalah politik.®

Terlepas dari kenyataan bahwa persoalan politik itu kemu-
dian berkembang menjadi masalah teologi, catatan sejarah
membuktikan bahwa politik telah menjadi aspek penting yang
mewarnai perjalanan sejarah Islam. Perbedaan pandangan
dan pemikiran dalam Islam seringkali juga didasari oleh per-
bedaan aspirasi politik. Oleh karena itu, untuk memotret per-
kembangan Islam secara utuh, aspek politik yang mengiringi
perjalanan sejarahnya sama sekali tidak boleh diabaikan.

Keterkaitan Islam dan politik telah menjadi ladang yang
subur bagi tumbuh-kembangnya pemikiran dan teori-teori
politik yang khas Islam. Bila ditelusuri, sesungguhnya dunia
Islam sangat kaya dengan pemikiran di bidang politik, seba-
gaimana telah dikembangkan oleh para pemikir Muslim sejak
masa dahulu. Hanya saja harus diakui bahwa pemikiran-
pemikiran politik itu belum banyak yang digali, dikenalkan,
dan dikembangkan oleh sarjana modern. Terlebih lagi, teori-
teori politik yang lahir di dunia Islam seringkali kalah pamor
dan dipandang sebelah mata, sehingga tidak tercatat dalam
perkembangan pemikiran politik secara umum. Padahal teori-
teori itu tidak kalah mutu dan nilainya dibandingkan dengan
teori-teori yang sama-sama yang muncul di dunia Barat. Para
pemikir Muslim di bidang politik bahkan menjadi mata rantai
yang menghubungkan Periode Yunani Kuno dengan Periode

> Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta:
UI Press, 1985), p. 88.

6 Asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, Jilid I, ed. Abd al-‘Aziz
Muhammad al-Wakil (Beirut: Muassasah al-Halabi, 1968), p. 24.
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Pertengahan dalam alur historis peradaban Barat.” Mont-
gomery Watt menilai bahwa bidang kajian politik Islam masih
menyisakan lahan kajian yang sangat luas dan membutuhkan
perhatian khusus dari para sarjana modern.?

Tulisan ini mengkaji dan memetakan diskursus teoritis
politik yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam.
Titik tolak tulisan ini adalah uraian Fauzi M. Najjar tentang
dua genre pemaknaan terhadap politik (siydsah) pada abad
pertengahan Islam.” Bertolak dari uraian tersebut, ada dua
pertanyaan pokok yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama,
bagaimana perkembangan diskursus teoritis politik dalam
khazanah keilmuan Islam? Kedua, apa karakteristik dari dis-
kursus tentang politik dalam Islam tersebut?

B. Dua Genre Kajian Politik dalam Khazanah Keilmuan
Islam

Politik dalam peristilahan Arab disebut as-siyasah. Men-
urut Ibn Manzar, kata siyasah berakar pada bahasa Arab. Kata
ini memiliki arti mengatur, merawat, memelihara, atau mela-
tih. Pada mulanya, kata ini digunakan dalam hubungannya
dengan pengaturan, pemeliharaan, dan melatih binatang,
khususnya kuda. Kata ini berkembang penggunaannya pada
lingkup yang lebih luas dan menunjuk pada arti pengaturan
masyarakat dan kota.'” Dalam lingkup ini, siydsah berarti seni
mengatur, mengelola, dan memerintah sekelompok masyarakat

7 Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang,
1977), p. 14.

8 William Montgomery Watt, Islamic Political Thought: The Basic Concepts
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980), p. 106.

® Fauzi M. Najjar, “Siyasa in Islamic Political Philosophy”, Michael E.
Marmura (ed.), Islamic Theology and Philosophy: Studies in Honor of George F.
Hourani (New York: State University of New York, 1984), pp. 92-93.

19 Tbn Manzir, Lisan al-Arab, Jilid VI (Beirut: Dar as-Sadir, 1986), p. 108.

4 Llumgrslam Vol. 11, No. 1, Juni 2019



DISKURSUS POLITIK DALAM KHAZANAH KEILMUAN ISLAM

dalam sebuah kota atau negara menurut prinsip dan tujuan
tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka
secara fisik, moral, intelektual, dan spiritual."! Menurut Ber-
nard Lewis, dalam bahasa Arab modern, kata siyasah secara
khusus digunakan dalam pengertian politik yang kurang lebih
sama pengertiannya dengan makna politik yang digunakan di
Eropa.'

Fauzi M. Najjar menunjukkan bahwa kata siydsah telah
digunakan dalam berbagai genre khazanah keilmuan Islam
untuk menunjuk pada praktik politik dan pemerintahan. Ia
mengidentifikasi dua model pemaknaan siydsah pada abad
pertengahan Islam." Pertama, siyasah diartikan sebagai cabang
fikih yang prinsip-prinsip normatif dan organisasinya diturun-
kan dari hukum Islam (syari‘ah). Para eksponen model ini
antara lain Syihab ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi’ (w. 885), Abu
Bakr ibn at-Tayyib al-Baqilani (930-1013), Aba Hasan ‘Ali ibn
Muhammad al-Mawardi (972-1058), Aba Hamid al-Ghazali
(1058-1111), dan Taqiy ad-Din Ahmad ibn Taimiyyah (1263-
1328).

Kedua, siyasah diartikan dalam hubungannya dengan fil-
safat politik. Dalam arti ini, siydsah menjadi salah satu pokok
bahasan filsafat dan mengambil inspirasi dari pemikiran filsafat
Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Model ini dikembang-
kan oleh para filosof Muslim, terutama Aba Nasr al-Farabi (873-
950) dan Ibn Sina (980-1037). Beberapa filosof Muslim lainnya
yang berkontribusi dalam topik ini antara lain Abu Yasuf
Ya‘qub ibn Ishaq al-Kindi (801-866), Nasir ad-Din at-Tusi
(1201-1274), dan Ibn Rusyd (1126-1198). Mereka mengenalkan
ke dalam dunia Islam ajaran-ajaran baru di bidang politik yang

! Fauzi M. Najjar, “Siyasa in Islamic Political Philosophy;” p. 92.

12 Bernard Lewis, Bahasa Politik Islam, terj. Thsan Ali Fauzi (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994), p. 183.

13 Fauzi M. Najjar, “Siyasa in Islamic Political Philosophy;” pp. 92-93.
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tidak hanya merefleksikan kondisi hukum dan masyarakat
mereka, tetapi juga mengembangkan pemikiran tentang sistem
politik ideal yang dinilai mampu menjamin kualitas hidup
manusia ke arah yang lebih baik.

C. Politik Berdasarkan Syariah (as-Siyasah
asy-Syar‘iyyah)

Genre pertama kajian politik dalam Islam adalah yang
mengidealkan sistem as-siyasah asy-syar‘iyyah. Secara umum,
istilah ini merujuk pada sistem politik yang didasarkan atas
syariah. Menurut ‘Abd ar-Rahman Taj, as-siyasah asy-syar‘iyyah
adalah hukum atau aturan dalam mengelola kepentingan negara
dan urusan umat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah
dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umum, meskipun
hal itu tidak disebutkan secara terperinci dalam al-Quran
dan Sunnah." As-siyasah asy-syar‘iyyah juga diartikan sebagai
sistem politik yang bermuara pada kemaslahatan manusia
dengan cara membimbing ke jalan yang menyelamatkan mereka
di dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijalankan oleh nabi
dan dilanjutkan oleh para pemegang kekuasaan, seperti para
sultan dan raja yang merupakan pewaris nabi dalam hal kepe-
mimpinan.”

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang
sistem politik yang berdasarkan syariah ini perlu diajukan
distingsi yang dibuat oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf antara as-
siyasah asy-syar‘iyyah dan as-siyasah al-wad‘iyyah. As-siyasah
asy-syar‘iyyah merujuk pada sistem politik yang berakar pada
prinsip-prinsip ajaran Islam dalam mengelola dan mengatur
permasalahan umum negara guna menciptakan kemaslahatan

" “Abd ar-Rahman T3j, as-Siydsah asy-Syar‘iyyah wa al-Figh al-Islami
(Mesir: Dar at-T2lif, 1953), p. 10.

1> Bahansi Ahmad Fathi, as-Siyasah al-Jindiyyah fi as-Syariah (Mesir:
Maktabah Dar al-‘Urabah, 1961), p. 61.
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umum dan menghindari kerusakan (mafsadah). Permasalahan
umum negara berupa setiap urusan yang memerlukan
pengaturan dari negara, baik yang menyangkut perundang-
undangan, kebijakan keuangan, penetapan hukum, peradilan,
maupun urusan dalam dan luar negeri. Sedangkan as-siyasah
al-wad‘iyyah merujuk pada segala bentuk peraturan dan perun-
dang-undangan yang disusun oleh manusia dalam mengatur
persoalan umat berdasarkan pengalaman sejarah, adat-kebi-
asaan (‘urf), pandangan para ahli, dan sebagainya tanpa ada
hubungannya dengan sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan
hadis).'®

Distingsi dari ‘Abd al-Wahhab Khallaf di atas menunjukkan
bahwa perbedaan dua sistem politik di atas terletak pada sum-
bernya; apakah dari sumber ajaran Islam (al-Quran dan hadis)
atau dari sumber yang lain (adat-kebiasaan, pengalaman sejarah,
pandangan para ahli, dan lainnya). Adapun tujuan keduanya
adalah sama, yakni untuk kemaslahatan manusia. Apabila
dilihat dari aspek tujuan ini, maka aturan, hukum, dan perun-
dang-undangan yang lahir di wilayah as-siyasah al-wad‘iyyah
dapat dinilai cocok untuk umat Islam sejauh tidak bertentangan
dengan prinsip ajaran Islam tentang kemaslahatan umum yang
berlaku universal di setiap waktu dan tempat.

Sistem politik yang didasarkan atas syariah (as-siydasah asy-
syar‘iyyah) diusung oleh para ulama fikih (fugaha’) dan teolog
(mutakallimiin) yang berpendirian bahwa sistem politik yang
baik adalah yang dibangun atas pondasi hukum Islam (syariah).
Sebagaimana dikutip oleh Najjar, asy-Syafi'T mengatakan bahwa
sistem politik yang baik adalah yang selaras dengan syariah.
Sementara Abu at-Tayyib al-Qaniji mengatakan bahwa sistem
politik yang baik adalah yang membawa manusia lebih dekat

16 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, as-Siyasah asy-Syar‘iyyah wa Nizam ad-Dawlah
al-Islamiyyah fi asy-Syw’in ad-Dustiriyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah
(Kairo: Dar al-Ansar, 1977), pp. 15-16.

[lumg Islam Vol. II, No. 1, Juni 2019 7
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pada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Itu-
lah tujuan syariah. Di mata para fuqaha’ dan mutakallimin,
realitas perebutan kekuasaan, disintegrasi, dan huru-hara poli-
tik merupakan akibat nyata dari sistem politik yang tidak
dijalankan atas prinsip-prinsip syariah. Mereka berpendirian
bahwa as-siyasah asy-syar‘iyyah yang berpedoman pada aturan
kenabianlah yang akan mampu menjamin ketertiban dan ke-
maslahatan dan menjadi sumber dari semua kebaikan."”

Perbincangan tentang as-siydasah as-syar‘iyyah di kalangan
fuqahd’ dan mutakallimin muncul pada akhir abad ke-9 M
dan menguat pada pertengahan abad ke-10 M. Pada masa itu,
muncul kesadaran di kalangan mereka bahwa realitas politik
di dunia Islam telah menyimpang dari sistem ideal yang di-
cita-citakan. Mereka lalu mengembangkan teori politik yang
berdasarkan atas syariah serta melakukan pembahasan siste-
matis tentang format sistem politik Islam. Watt menilai bahwa
teori-teori politik yang dikembangkan oleh para fuqaha’ dan
mutakallimiin tersebut sengaja disusun untuk mempertahan-
kan integritas, stabilitas, dan keamanan sebuah dinasti, yaitu
Dinasti ‘Abbasiyyah.'®

Ulama Muslim pertama yang tercatat menulis karya dalam
genre politik yang berdasarkan pada syariah ini adalah Syihab
ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi’ Ia menulis kitab yang berjudul
Suliik al-Malik fi Tadbir al-Mamalik." Buku yang tergolong
karya paling awal di bidang politik Islam ini dipersembahkan
kepada Khalifah al-Mu‘tasim untuk dijadikan pedoman oleh
khalifah yang sedang berkuasa.® Karya ini berisi uraian tentang

'7 Fauzi M. Najjar, "Siyasa in Islamic Political Philosophy," pp. 95-96.

¥ William Montgomery Watt, Islamic Political, p. 101.

' Syihab ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi; Sulitk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik,
ed. Hamid Abdullah Rabi‘ (Kairo: Dar as-Sa‘b, 1980).

2 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran
(Jakarta : UI-Press, 1990), p. 42.
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kekhalifahan, teori pembentukan negara atau kota, hingga
bentuk dan pilar-pilar pemerintahan. Ciri utama dari karya
Ibn Abi Rabi‘ ini adalah orientasinya pada prinsip-prinsip
syariah dalam argumentasi politiknya. Sekadar contoh, ketika
menjelaskan kecenderungan manusia untuk hidup bermasya-
rakat dan kebutuhan akan pemimpin yang mengatur kemasya-
rakatan manusia, ia berpendapat bahwa kecenderungan itu
bersifat alamiah dan merupakan kondisi yang diciptakan Allah
untuk manusia. Untuk mengatasi kondisi tersebut manusia
mesti berpegang pada prinsip-prinsip ketuhanan yang telah
digariskan dalam syariah.*

Abu Bakr ibn at-Tayyib al-Baqgilani menulis sebuah karya
yang diberi judul at-Tamhid fi ar-Radd ‘ala al-Mulhidah
al-Muattilah wa ar-Rafidah wa al-Khawarij wa al-Mu ‘tazilah.?
Karya ini ditujukan untuk mempertahankan doktrin politik
Sunni dari serangan tiga golongan umat Islam saat itu, ter-
utama dari ajaran-ajaran politik SyTah. Di dalam karya tersebut
ia menolak teori imamah dari Syi‘ah, karena dianggap tidak
dilandasi oleh dalil yang kuat. Ia mengukuhkan pandangan
Sunni bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kesepa-
katan umat, meskipun hanya diwakili oleh seorang ahl al-hill
wa al-aqd. Al-Baqilani juga menolak keberadaan dua orang
pemimpin atau lebih pada waktu yang bersamaan.

Ketika al-Baqgilani menulis karya tersebut, para pemikir
Sunni berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, kecen-
derungan para khalifah ‘Abbasiyyah pada gaya hidup yang suka
berfoya-foya dan kebijakan mereka yang kurang memikirkan
kesejahteraan umat telah memicu lahirnya berbagai gerakan

21 Syihab ad-Din Ahmad ibn Abi Rabi, Sulitk al-Malik, p. 7.

22 Abt Bakr ibn at-Tayyib al-Bagqilani, at-Tamhid fi ar-Radd ala al-
Mulhidah al-Muattilah wa ar-Rafidah wa al-Khawarij wa al-Mu'tazilah, ed.
Mahmid Muhammad al-Khudairi dan Muhammad ‘Abd al-Hadi (Kairo: Dar
al-Fikr al-‘Arabi, 1947).
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yang ingin melepaskan diri dari dinasti itu, seperti muncul-
nya Dinasti Fatimiyyah di Mesir. Sementara di sisi lain, para
khalifah ‘Abbasiyyah menerima doktrin politik Sunni sebagai
ideologi dinasti. Hal ini menjadikan mereka tunduk pada
kepentingan khalifah dan menyusun teori-teori politik yang
membela eksistensi kekhalifahan. Serangan terhadap dinasti
dinilai sebagai serangan terhadap kelompok Sunni sendiri.*®

Eksponen as-siyasah asy-syar‘iyyah yang paling populer
adalah Abu Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi. Ia menulis
sebuah karya yang berjudul al-Ahkam as-Sultaniyyah.** Karya
ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai representasi paling ideal
bagi pandangan kelompok Sunni tentang persoalan kekhali-
tahan dalam corak as-siyasah asy-syar‘iyyah. Karya ini berisi
pembahasan yang komprehensif tentang sistem pemerintahan
yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah),
seperti persoalan kepemimpinan (imamah), pengangkatan dan
pemberhentian kepala negara, kementerian (wizarah), teori
kontrak sosial, pemerintahan daerah (keamiran), dan lembaga
peradilan. Karya ini dinilai sebagai karya pertama yang mem-
bahas secara sistematis dan menyeluruh serumpun persoalan
yang berkenaan dengan sistem politik Islam.

Watt menilai bahwa karya al-Mawardi ini disusun untuk
tujuan yang sama dengan karya yang ditulis oleh al-Bagilani,
yakni untuk mempertahankan otoritas para khalifah ‘Abbasiy-
yah yang telah disahkan melalui kesepakatan para ulama.*
Al-Mawardi menawarkan berbagai solusi untuk membenahi
sistem politik yang ada dengan tetap berpegang pada kaidah-
kaidah hukum Islam yang paling mendasar. Baginya, memper-

2 Syafi’i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985), p.
23.

24 ‘Al ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, ed. Ahmad
Mubarak al-Bagdadi (Kuwait: Maktabah Dar ibn Qutaibah, 1989).

> William Montgomery Watt, Islamic Political, p. 102.
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tahankan status quo lebih baik daripada menjatuhkan khalifah
tapi berakibat pada munculnya kerusakan yang massif dalam
kehidupan umat. Ia menekankan bahwa khalifah harus berasal
dari suku Quraisy. Adapun pembantu utama khalifah tidak
harus dari suku tersebut, tetapi harus berbangsa Arab. Ia juga
menegaskan pentingnya menentukan syarat-syarat tertentu
bagi jabatan khalifah dan jabatan pembantu-pembantunya.
Menurutnya, sendi utama sebuah sistem pemerintahan adalah
(1) agama yang dihayati; (2) penguasa yang berwibawa; (3) ke-
adilan yang menyeluruh; (4) keamanan yang merata; (5) ke-
suburan tanah yang berkesinambungan; dan (6) harapan kelang-
sungan hidup.

Selain al-Mawardi, eksponen penting as-siydasah asy-syar*
iyyah lainnya juga harus disebut, yaitu Aba Hamid al-Ghazali
yang juga dikenal dengan gelar Hujjah al-Islam. Tokoh ini
dikenal sebagai seorang teolog, filosof, dan sufi. Ia juga memi-
liki pemikiran penting di bidang politik. Pemikiran politiknya
tersebar dalam berbagai karya, seperti Ihya ‘Uliim ad-Din,* at-
Tibr al-Masbiik fi Nasthah al-Mulik,” al-Iqtisad fi al-1tiqad,*
dan Mizan al-Amal.*® Al-Ghazali hidup di masa kemunduran
dan kemerosotan yang sangat parah, termasuk dalam hal agama
dan akhlak. Pada masa itu, kekuasaan khalifah hampir terbatas
pada bidang keagamaan, sedangkan bidang politik berada di
bawah penguasa-penguasa lokal yang menggunakan gelar
sultan, raja, atau amir.

26 Aba Hamid al-Ghazali, Ihy@ ‘Ulim ad-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).

27 Aba Hamid al-Ghazali, at-Tibr al-Masbik fi Nasthah al-Mulik, ed.
Khidr Sami (Beirut: Dar Ibn Zayduan, 1987).

*% Abtt Hamid al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-Itiqad, ed. ‘Adil al-‘Awa (Beirut:
Dar al-Amanah, 1969).

2 Aba Hamid al-Ghazali, Mizan al-Amal, ed. Sulaiman Dunya (Kairo: Dar
al-Ma‘arif, 1964).
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Al-Ghazali bertolak dari premis dasar yang diterima oleh
para pemikir abad pertengahan bahwa manusia ialah makhluk
yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam meme-
nuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup secara
individualistik dan membutuhkan pola hidup yang saling
membantu dengan sesamanya. Baginya, politik dibagi menjadi
empat tingkatan. Pertama, politik para nabi (siyasah al-anbiya’)
yang merupakan bentuk politik yang tertinggi dan paling
mulia. Kedua, politik para khalifah, raja, dan sultan. Ketiga,
politik para ulama dan orang-orang yang bijaksana (hukama’).
Keempat, politik para pengkhotbah. Setelah politik para nabi,
politik yang paling mulia di antara tiga yang terakhir menurut
al-Ghazali adalah politik yang mengedepankan pengetahuan
dan pensucian jiwa masyarakat, yakni yang memerintahkan
mereka untuk berbuat baik dan menghindarkan mereka dari
kejahatan, menanamkan kebiasaan moral yang tepat yang
menjamin kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.?

Al-Ghazali menunjukkan keterkaitan agama dan politik.
Menurutnya, agama mengajarkan bahwa kebahagiaan tertinggi
adalah yang ada di akhirat. Untuk mencapainya manusia harus
memulainya dari kehidupan di dunia. Sementara kehidupan
manusia di dunia membutuhkan pengaturan melalui politik.
Oleh karena itu, politik bersifat saling terkait dengan agama.
Prinsip-prinsip syariah mesti menjadi pondasi bagi sistem
politik. Seorang khalifah atau sultan memimpin dengan landasan
hukum yang dirumuskan oleh fuqaha’ Al-Ghazali menganggap
para fuqahda’ lebih memahami prinsip-prinsip politik dan cara-
cara menyelesaikan perselisihan dan konflik. Menurutnya, para
fugaha® adalah guru bagi para sultan, sementara politik adalah
bagian dari fikih.”!

% al-Ghazali, Mizan al-Amal, 328. Lihat juga al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulam
ad-Din’, Jilid 1, p. 16-17.
3! al-Ghazali, Mizan al-Amal, 359; al-Ghazali, Thya ‘Ulim ad-Din’, Jilid I,
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Al-Ghazali menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan
anugerah dari Allah. Dalam hal ini, pandangannya mengikuti
pendapat umum Sunni. Allah-lah yang menunjuk dan mem-
berikan kekuasaan kepada seseorang yang dikehendaki-Nya.
Oleh karena itu, kekuasaan seorang pemimpin bersifat sakral
(mugqaddas). Seorang pemimpin merupakan bayangan Tuhan di
bumi, sehingga wajib hukumnya bagi umat untuk taat dan patuh
kepadanya. Sikap taat dan patuh kepada pemimpin merupakan
bagian dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, dan demikian
pula sebaliknya.

Pendukung as-siyasah asy-syar‘iyyah yang paling penting
adalah Taqiy ad-Din Ahmad Ibn Taimiyyah. Tokoh ini hidup
ketika dunia Islam sedang mengalami puncak perpecahan
politik, kejumudan berpikir, kemerosotan moral, dan terge-
rusnya toleransi dan solidaritas di kalangan umat. Praktik-
praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam,
seperti tahayyul, bidah, dan khurafat juga tumbuh subur. Ibn
Taimiyyah mengumandangkan kebebasan berijtihad dan
menyerukan agar umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang
murni, yakni yang tertuang di dalam al-Quran dan Sunnabh,
serta teladan para generasi terdahulu (salaf as-salih). Ia yakin
bahwa al-Qurian dan Sunnah telah menjelaskan semua urusan
keagamaan, baik yang berhubungan dengan masalah agidah,
ibadah, ataupun mu amalah.

Bagi Ibn Taimiyyah, persoalan yang paling krusial dalam
politik Islam adalah bagaimana membangun sistem politik
yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Ia menuliskan
pemikiran politiknya dalam berbagai karya, seperti Minhdj
as-Sunnah an-Nabawiyyah fi Naqd Kalam asy-Syiah wa al-
Qadariyyah,”* Minhdj al-Karamah fi Ma‘rifah al-Imamah, dan

p. 16-17.

> Ibn Taimiyyah, Minhdj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi Naqd Kalam
asy-Syiah wa al-Qadariyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyabh, t.t.).
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al-Hisbah fi al-Islam. Karya terpenting yang ditulis tokoh ini
di bidang politik berjudul as-Siyasah asy-Syar‘iyyah fi Islah
ar-Ra‘7 wa ar-Rda‘iyyah.”® Di dalam karya tersebut ia membahas
asal-usul dan sifat pemerintahan (negara), tata cara pengangka-
tan pemimpin, tugas pemimpin, bentuk-bentuk pemerintahan,
konstitusi, hingga prinsip dan praktik penyelenggaraan peme-
rintahan.

Meskipun Ibn Taimiyyah menganggap penting politik, akan
tetapi ia tidak serta-merta menerima sistem politik yang ada.
Ia menolak pandangan Sunni tentang khildfah, doktrin SyTah
tentang imamah, dan anarkisme politis kelompok Khawarij.
Menurutnya, ketiga pandangan itu tidak ditemukan akarnya
di dalam al-Qur’an. Ia juga menilai bahwa sistem politik yang
berlaku di dunia Islam saat itu tidak lagi mencerminkan eks-
presi politik Islam yang paling murni, kecuali yang dipraktik-
kan oleh empat khalifah yang pertama.* Ia menegaskan bahwa
al-Quran tidak menetapkan sistem politik tertentu bagi umat
Islam, tetapi hanya memberikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip
dasar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu ia berpan-
dangan bahwa kesatuan umat Islam tidak harus diwujudkan
dalam satu pemerintahan atau kekhalifahan tertentu. Ia justru
menganjurkan kesatuan spiritual umat Islam, meskipun mereka
hidup di tempat yang berbeda dan memiliki sejumlah pemim-
pin yang berbeda.”

Ibn Taimiyyah juga menolak pandangan kelompok Sunni
yang mensyaratkan pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.
Ia juga menolak doktrin Syi'ah yang menetapkan pemimpin
dari ahl al-bait. Menurutnya, pemimpin umat Islam boleh ber-
asal dari suku apapun. Hal yang terpenting dari seorang pe-

** Ibn Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar‘iyyah fi Islah ar-Ra‘i wa ar-Ra‘iyah,
ed. Lajnah Ihy& at-Turas al-‘Arabi (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983).

34 Ibn Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar‘iyyah, p. 11-15.

3 Ibn Taimiyyah, Minhdj as-Sunnah, Jilid I, p. 486-509.
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mimpin adalah upaya yang ditempuhnya untuk mencip-
takan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan
amanah sebaik-baiknya serta menciptakan keadilan semaksi-
mal mungkin. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang
didasarkan pada syariah.*

Dari penjelasan tentang politik yang berdasarkan syariah
(as-siyasah asy-syar‘iyyah) di atas dapat digaris-bawahi beberapa
poin berikut. Pertama, as-siydasah asy-syar‘iyyah merupakan
sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Sistem ini bertujuan untuk menjamin kemakmuran dan kead-
ilan di dunia serta keselamatan di akhirat. Kedua, as-siyasah
asy-syar‘iyyah bertolak dari asumsi etis-normatif bahwa tujuan
kehidupan manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan,
terutama kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapainya, manusia
harus memulainya dari kehidupan di dunia. Islam mengajarkan
bahwa kebahagiaan di akhirat tidak akan bisa dicapai tanpa
menjalani kehidupan yang baik di dunia. Sementara untuk
bisa menciptakan kebaikan di dunia, kehidupan manusia harus
dikelola dalam sistem politik yang didasarkan pada prinsip-
prinsip syariah. Ketiga, pada umumnya, para eksponen as-
siyasah asy-syar‘iyyah tidak memisahkan agama dan politik.
Bagi mereka, Islam adalah agama (din) dan negara (daulah)
sekaligus. Menurut mereka, sistem pemerintahan, daulah, atau
negara adalah sarana yang dibutuhkan untuk menegakkan
prinsip-prinsip syariah yang tertuang di dalam al-Qur’an dan
Sunnah. Keempat, kajian terhadap as-siyasah asy-syar‘iyyah
maupun studi terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan
politik dalam model ini tidak dapat dilakukan tanpa memper-
timbangkan keberadaan prinsip-prinsip syariah yang men-
dasarinya.

% Ibn Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar‘iyyah, p. 15, 156.
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D. Filsafat Politik Islam

Hans Daiber menyebutkan bahwa benih-benih pemikiran
filsafat politik di dunia Islam telah mulai muncul sejak abad
ke-2 H/8 M. Karya penting yang ditulis oleh Ibn al-Mugqaffa‘
yang berjudul Kalilah wa Dimnah,” diidentifikasi sebagai
karya yang mengintrodusir cara pandang yang rasional-kritis
terhadap politik di tengah dominasi cara pandang normatif-
teologis dari para fugaha’ dan mutakallimiin. Namun demikian,
karya ini tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai karya filsafat
politik. Aspek filsafat politik dari karya ini hanya tampak dalam
nasihat-nasihat praktis yang ditulis oleh Ibn al-Mugqaffa’ untuk
para sultan yang berkuasa. Selebihnya, karya tersebut meng-
ungkapkan nilai-nilai etika secara umum yang bertujuan pada
pencapaian kehidupan yang baik bagi manusia. Ibn al-Mugqafta’
banyak meminjam bahan dari tradisi kebijaksanaan India dan
etika Persia yang diramu dalam bentuk kata-kata mutiara dari
orang-orang bijak terdahulu. Menurut Daiber, arti penting
karya ini terletak pada tendensi rasional-kritis yang digunakan
Ibn al-Muqaffa® yang bisa dianggap sebagai prolog bagi cara
pandang para filosof politik Islam pada abad-abad berikutnya.*®

Ada dua hal yang memicu pertumbuhan pemikiran filsafat
politik dalam Islam. Pertama, perbincangan tentang imamah
dan fungsinya dalam kehidupan umat dari sudut pandang
normatif-teologis. Perbincangan ini terjadi di kalangan Syi‘ah,
Khawarij, dan Mu'tazilah sejak abad ke-2 H/8 M dan di kala-
ngan Asy‘ariyyah sejak abad ke-4 H/10 M. Kedua, penerjema-
han karya-karya filsafat Yunani di bidang etika dan politik ke
dalam bahasa Arab, khususnya karya Plato dan Aristoteles.
Bahan-bahan dari karya-karya terjemahan itu diramu dalam
bentuk pembahasan etika filosofis Islam dan pada gilirannya

37 Ibn al-Muqaffa Kalilah wa Dimnah (Beirut: Maktabah Lubnan, 1991).
38 Hans Daiber, “Political Philosophy," p. 841-842.
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menjadi dasar bagi filsafat politik dalam Islam.*

Persoalan-persoalan di bidang politik yang dikaji oleh para
tilosof Muslim awal tidak jauh bergeser dari problem yang
dibahas oleh para fugaha’ dan mutakallimiin, seperti persoalan
kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, bentuk pemerintahan
yang ideal, tujuan politik, hingga persoalan politik sebagai etika.
Perbedaan mereka justru terletak pada cara pandang dan pen-
dekatan yang digunakan. Para para fuqaha’ dan mutakallimiin
lebih mengedepankan cara pandang normatif-teologis dan men-
gidealkan politik yang berdasarkan pada syariah (as-siyasah
asy-syar‘iyyah). Sementara para filosof mengandalkan cara
pandang rasional-kritis dan mengambil inspirasi dari sumber-
sumber lain di luar Islam dalam pembahasan mereka tentang
politik.

Filosof Muslim yang pertama kali menulis di bidang filsafat
politik adalah Abu Yasuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi. Patut disay-
angkan bahwa karya-karya penting filosof ini di bidang filsafat
politik sudah tidak ditemukan lagi. Sarjana modern mengetahui
keberadaan karya-karyanya dari catatan Ibn an-Nadim tentang
sejumlah karya al-Kindi di bidang politik, di antaranya sebuah
risalah tentang politik (as-siyasah) dan pengaturan masyarakat
(as-siyasah al-ammah).* Al-Kindi juga menulis tentang tema-
tema etika umum dalam berbagai tulisan pendeknya yang lain.

Maklumat sarjana modern tentang warisan al-Kindi di
bidang filsafat politik sangat terbatas pada catatan yang diting-
galkan Ibn an-Nadim. Adapun muatan pembahasannya tidak
banyak yang bisa diakses.* Namun demikian, Daiber men-

% Hans Daiber, “Political Philosophy," p. 842-843.

“Tbn an-Nadim, al-Fihrist fi Akhbar al-‘Ulama al-Musannifin min
al-Qudama wa al-Muhaddisin wa Asma’ Kutubihim, ed. Rida Tajaddud
(Teheran: t.p. 1971), p. 319, 8-12.

#! Charles E. Butterworth, “Al-Kindi and the Beginnings of Islamic Politi-
cal Philosophy”, Charles E. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic
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catat bahwa filsafat politik al-Kindi menggabungkan ciri-ciri
Platonik-Aristotelian dengan kecenderungan-kecenderungan
Neoplatonik. Ia juga menempatkan filsafat politik di wilayah
etika, dan bahkan mempromosikan etika sebagai ciri utama
politik. Di tangan al-Kindi, filsafat politik menunjukkan per-
buatan manusia yang benar dan adil dalam hubungannya dengan
sesama warga negara, sebagai sarana meraih tujuan spiritual dan
yang lebih tinggi.**

Qudamah ibn Ja'far (873-948) juga memiliki pemikiran
filosofis di bidang politik Islam, meskipun tokoh ini tidak ter-
catat sebagai filosof Muslim. Perhatian utamanya di bidang ini
adalah tentang pemerintahan dan struktur politik, khususnya
tentang asal-usul, sifat, dan tujuan negara, bagaimana negara
mengatur kehidupan masyarakat, serta apa hubungannya de-
ngan unsur-unsur lainnya dalam masyarakat. Qudamah mem-
bahas persoalan-persoalan tersebut di dalam satu bab tersendiri
di dalam karyanya.*

Qudamah menunjukkan tiga genre pemikiran politik yang
berkembang pada masanya. Pertama, filsafat politik, khususnya
teori tentang masyarakat manusia yang mengambil inspirasi
dari pemikiran Plato dan Aristoteles. Kedua, pandangan yang
memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan dan otoritas.
Ketiga, teori-teori tentang pemimpin dan pembantu-pembantu-
nya, kualitas moral dan keutamaan yang harus mereka miliki,
serta norma dan aturan-aturan esensial dari kewajiban mereka
dalam mengatur negara. Ia meletakkan persoalan kepemim-
pinan di pusat pemikiran politiknya. Menurutnya, keberadaan

Philosophy (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992), p.
59.

%2 Hans Daiber, “Political Philosophy;” p. 844.

® Paul L. Heck, The Construction of Knowledge in Islamic Civilization:
Qudama ibn Ja'far and His Kitab al-Kharaj wa Shinaat al-Kitaba (Leiden:
Brill, 2002), p. 194.
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pemimpin merupakan kemestian yang harus dipenuhi dalam
kehidupan manusia karena adanya perbedaan antar manusia
dan perlunya saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan
hidup. Ia mensyaratkan seorang pemimpin untuk belajar ilmu
politik dan dasar-dasarnya.*

Filosof Muslim par excellence yang pemikiran politiknya
selalu menjadi rujukan utama dalam khazanah keilmuan Islam
adalah Abu Nasr al-Farabi. Ia sezaman dengan Qudamah. Pada
masa itu kekuasaan Bani ‘Abbasiyyah sedang dilanda kekacauan,
gejolak, pertentangan, dan pemberontakan. Al-Farabi meru-
pakan prototype pemikir murni yang tidak punya pengalaman
dalam pemerintahan. Ia menulis karya-karya penting di bidang
filsafat politik, antara lain Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah dan
as-Siyasah al-Madaniyyah.

Al-Farabi mengikuti premis umum para pemikir tentang
keniscayaan politik bagi kehidupan manusia. Ia menambahkan
bahwa tujuan politik bukan sekedar untuk mengatur kehidupan
manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi juga
untuk mencapai kebahagiaan manusia secara material dan spir-
itual di dunia dan di akhirat. Bagi al-Farabi, politik menjadi
petunjuk bagi tindakan dan perilaku manusia ke arah yang baik.
IImu politik memungkinkan manusia membedakan antara yang
baik dan jahat.*

Pengaruh filsafat Yunani Kuno terhadap al-Farabi sangat
kental sekali. Kitab Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah memuat pem-
bahasan yang mirip dengan muatan buku Republik yang ditulis
oleh Plato. Kitab itu juga mengadopsi pemikiran aliran Plato-
nisme dan Neoplatonisme. Di dalam karya tersebut al-Farabi

* Ibid., p. 196-197.

4 Abu Nasr al-Farabi, Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah, ed. ‘Ali ‘Abd
al-Wahid Wafi (Kairo: Dar ‘Alam al-Kutub li at-Tab’ wa an-Nasyr, 1973), p. 96.
Juga: Abu Nasr al-Farabi, Kitab Tahsil as-Saadah, ed. Jafar al-Yasin (Beirut:
Dar al-Andalus, 1981), p. 13-50
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menguraikan persoalan-persoalan ontologi, kosmologi, dan
filsafat politik, yang meliputi masalah eksistensi alam semesta,
cara mengada dari Wujud Pertama, bentuk pengelompokan
politik yang bijaksana, dan puncak perjalanan jiwa manusia.

Aspek pemikiran filsafat politik al-Farabi cukup luas, yang
meliputi soal bentuk-bentuk negara dan pemerintahan, karak-
teristik pemimpin, kekuasaan, ide tentang negara utama, hingga
peran dan fungsi syariah dalam politik. Aspek-aspek itu men-
unjukkan usahanya yang sangat gigih dalam menghadapkan,
mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat
politik Yunani dengan Islam dan berupaya membuatnya bisa
dimengerti dalam konteks dunia Islam.*

Pemikiran al-Farabi di bidang filsafat politik memiliki
pengaruh yang sangat kuat terhadap pemikiran para filosof
Muslim yang datang setelahnya, seperti Ikhwan as-Safa, Ibn
Miskawaih, Ibn Sina, Ibn Bajjah, Ibn Rusyd, dan bahkan Ibn
Khaldan. Ikhwan as-Safa (Kelompok Persaudaraan Suci) me-
wariskan karya penting yang berjudul Rasail yang dihimpun
sebelum tahun 960 M oleh para penulis dan simpatisan aliran
Isma‘liyyah. Secara garis besar, Rasail berisi aneka pemikiran
filsafat, matematika, dan politik. Aspek yang terakhir ini ter-
tuang di beberapa bagian yang terpencar. Rasail bertujuan
mendidik manusia agar memiliki kesadaran terhadap taklid
buta kepada para penguasa yang jahat, mengembangkan ijtihad,
dan menemukan jalan menuju kebahagiaan tertinggi.*

Filsafat politik Ikhwan as-Safa merupakan campuran yang
kompleks antara kondisi politik saat itu, gagasan al-Farabi
mengenai negara paripurna, eskatologi Islam tradisional, dan
gagasan Neoplatonisme tentang jiwa. Ikhwan mengembangkan

* Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam (Bandung:
Mizan, 2002), p. 33.

%7 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis, terj. Zai-
mul Am (Bandung: Mizan, 2001), p. 63.
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gagasan tentang sebuah komunitas yang penuh dengan rasa
persaudaraan, kerja sama, dan ketaatan pada syariah untuk
mencapai kebahagiaan. Ikhwan juga mengajukan pandangan
tentang sebuah negara spiritual utama (madinah fadilah riha-
niyyah) sebagai lawan dari pemerintahan yang jahat. Negara
utopis ini dihuni oleh individu-individu yang bijaksana, tulus,
dan saling membantu dalam mencapai kebahagiaan tertinggi
di hari kemudian.*

Ragib al-Isfahani (w.1108) menulis sebuah karya penting
yang berjudul az-Zariah ila Makarim asy-Syariah.* Karya ini
memadukan gagasan-gagasan penting Ibn Miskawaih, al-Farabi,
dan Rasail Ikhwan as-Safa, seraya menawarkan pandangan
etis-politisnya dalam panduan ayat-ayat al-Quran. Di dalam
karyanya itu, al-Isfahani mengikuti tesis Ikhwan dan al-Farabi
tentang ketidak-setaraan manusia yang meniscayakan mereka
untuk saling membantu dan bekerjasama. Ia mengikuti pan-
dangan al-Farabi tentang penguasa yang diberi petunjuk oleh
Allah, sebagaimana termanifestasikan dalam diri para nabi.
Menurutnya, manusia membutuhkan para nabi karena keban-
yakan manusia tidak mampu mencapai pengetahuan mengenai
yang bermanfaat dan yang mudharat bagi dirinya di hari kemu-
dian.”®

Al-Isfahani mengembangkan gagasan Neoplatonik dan
al-Farabi tentang kekuasaan sebagai asimilasi dengan Tuhan.
Kekhalifahan dimaknai sebagai imitasi Tuhan dalam hal ke-
kuasaan sesuai dengan kapasitas manusia.”’ Bentuknya adalah
penerapan aturan-aturan yang mulia. Ja menekankan tiga tugas

*8 Hans Daiber, “Political Philosophy;” p. 851.

* Ragib al-Isfahani, az-Zariah ila Makarim asy-Syariah, ed. Aba al-Yazid
Abt Zaid al-‘Ajami (Kairo: Dar as-Salam, 2007).

0 Ibid., p. 15-18.

>l Ibid., p. 18, 21.
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utama manusia dalam masyarakatnya, yaitu ‘imdrah (memak-
murkan bumi), ‘ibadah, dan khilafah.>*

Filosof berikutnya yang pemikirannya tentang filsafat poli-
tik belum beranjak jauh dari tesis-tesis utama al-Farabi adalah
Ibn Sina. Ia mengikuti klasifikasi para pendahulunya tentang
filsafat teoritis (al-hikmah an-nazariyyah) dan filsafat praktis
(al-hikmah al-amaliyyah), dan mengusulkan pembagian filsafat
praktis menjadi politik, etika, dan ekonomi. Ia juga mengamini
argumen tentang ketidak-setaraan manusia sehingga dibutuh-
kan seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Ia
menegaskan bahwa perlawanan politik terhadap khalifah yang
lemah dan tidak cerdas diperbolehkan, meskipun khalifah
tersebut baik dan saleh. Bagi Ibn Sina, kekuatan politik lebih
penting daripada kebaikan seorang khalifah yang saleh, tetapi
lemah. Apek penting dari filsafat politik Ibn Sina adalah pan-
dangannya terhadap kenabian sebagai simpul tertinggi filsafat
praktis dan teoritis, di mana politik menjadi salah satu bagian-
nya.”

Filosof Muslim lainnya yang perlu disebut adalah Ibn
Bajjah. Filosof yang tinggal di Andalusia ini memikirkan
aspek lain dalam filsafat politik. Ia kurang berminat pada per-
soalan penguasa, rakyat, hukum, keadilan, dan kesejahteraan
masyarakat. Menurutnya, negara dan masyarakat tidak lagi
menjadi prasyarat bagi tercapainya kebahagiaan yang tertinggi
bagi individu. Seringkali negara dan pemerintahan yang jahat
justru menjadi penghalang bagi individu-individu yang baik
dan bijaksana dalam mencapai kebahagiaan. Dengan titik tekan
pada dimensi etis ini, ia mempersoalkan ulang posisi para

>2 Majid Fakhry, Ethical Theories in Islam (Leiden: E.J. Brill, 1991), p.
176-177.

>3 James W. Morris, “The Philosopher-Prophet in Avicenna’s Political
Philosophy”, Charles E. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic
Philosophy (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992), p.
152-198.
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filosof dan sufi di tengah struktur masyarakat dan negara. Ia
menegaskan kembali aspek positif dari konsep tentang filosof
dan sufi yang menyendiri (tadbir al-mutawahhid) melalui pe-
nguasaan diri dan perenungan yang intens tentang kebenaran.
Menurutnya, pemisahan dan pengasingan diri dari masyarakat
adalah baik dalam kondisi tertentu, khususnya di negara-negara
yang tidak sempurna yang tidak membantu para individu
dalam mencari kebahagiaan.**

Ibnu Rusyd, filosof Muslim yang paling berpengaruh dari
wilayah Barat dunia Islam (Andalusia) juga mengambil inspi-
rasi dari tesis-tesis politik al-Farabi ketika membahas persoalan
penguasa, rakyat, hukum, bentuk-bentuk pemerintahan dalam
hubungannya dengan keanekaragaman manusia, kebahagia-
an, dan kebajikan moral. Ia menyebutkan beberapa bentuk
pemerintahan, yaitu pemerintahan yang bijak, timokratis (me-
ngutamakan kehormatan), oligarki (mengutamakan kejahatan,
cinta uang), demokrasi (mengutamakan majelis orang banyak,
cinta kebebasan), dan tirani (cinta kekuasaan). Menurutnya,
pemerintahan yang bijak hanya pernah terjadi pada masa Nabi
Muhammad dan empat khalifah yang pertama. Pemerintahan
yang bijak mendasarkan prinsip-prinsipnya pada syariah. Pada
pemerintahan bijak itu, para filosof dan masyarakat umum
dapat mengembangkan kecakapan teoretis dan praktisnya.
Adapun pada empat bentuk pemerintahan yang lain, para filosof
ibarat individu yang hidup di tengah kumpulan binatang buas.
Mereka lalu memilih untuk menjauhkan diri dari pergaulan
dan menjalani kehidupan secara sendirian.”

>* Steven Harvey, “The Place of the Philosopher in the City According
to Ibn Bajjah”, Charles E. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic
Philosophy (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992), p.
199-223.

>> Hans Daiber, “Political Philosophy," p. 857-858.
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E. Etika sebagai Ciri Utama Diskursus Politik Islam

Persoalan politik dalam khazanah keilmuan Islam sampai
abad pertengahan dibahas dalam dua disiplin yang berbeda,
yakni di dalam disiplin fikih dan filsafat. Di dalam disiplin yang
pertama, persoalan politik dibicarakan oleh para ulama fikih
(fuqahd’) dan para teolog (mutakallimiin). Sedangkan pada di-
siplin yang kedua, persoalan politik dibahas oleh para filosof.

Para fuqaha’ dan mutakallimiin membangun pandangan
mereka tentang politik dalam ideal sistem politik yang ber-
dasarkan pada syariah (as-siyasah asy-syar‘iyyah) dengan
bertolak dari premis-premis teologis yang telah diterima secara
umum. Mereka berpendirian bahwa kehidupan umat mesti
dikelola dengan aturan-aturan ketuhanan yang telah diwah-
yukan kepada Nabi Muhammad. Di antara aturan-aturan ter-
sebut adalah yang berkenaan dengan kehidupan politik dan
pemerintahan. Bagi mereka, Islam membutuhkan sistem politik
dan pemerintahan sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak
Allah dalam kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, tidak
ada pemisahan antara Islam dan politik. Islam adalah agama
dan sekaligus negara. Pendasaran sistem politik pada syariah
dimaknai sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah dan
merupakan manifestasi tindakan keagamaan.

Bentuk ideal dari sistem politik yang didasarkan atas syariah
(as-siyasah asy-syar‘iyyah) ini adalah yang diterapkan oleh Nabi
Muhammad sepanjang periode kerasulan beliau di Madinah.
Setelah beliau wafat, sistem ini dilanjutkan oleh empat khalifah
yang pertama (al-khulafd’ ar-rasyidiin) yang mengelola dan
mengatur urusan keagamaan dan politik berdasarkan al-Qur'an
dan Sunnah.” Meskipun tidak seideal nabi, mereka telah ber-
hasil menegakkan sistem politik yang adil dan tata pemerintahan

°6 Fauzi M. Najjar, “Siyasa in Islamic Political Philosophy," p. 101.
> Ibid., p. 94.
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yang berdasarkan pada musyawarah dan hukum yang jelas.
Bagi para fuqaha’ dan mutakallimiin, sistem politik yang ber-
dasarkan syariah ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan
stabilitas dan kesejahteraan di dunia, tetapi juga kepentingan
dan keselamatan di akhirat.

Persoalan politik ini dalam struktur keilmuan Islam men-
jadi salah satu bidang kajian ilmu fikih, atau tepatnya fikih
politik (figh siyasah). Sebagian ahli menganggap sama figh
siyasah dan as-siyasah asy-syar‘iyyah, sementara sebagian yang
lain membedakan keduanya. ‘Abd al-Wahhab Khallaf misalnya
menyebutkan bahwa as-siyasah asy-syar‘iyyah adalah sinonim
dengan figh siyasah. Ilmu ini membahas tentang tata cara peng-
aturan ketatanegaraan Islam, seperti perundang-undangan dan
berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam, meskipun tidak ditemukan dalil khusus yang mengatur
permasalahan tersebut.”” Adapun pendapat yang membeda-
kan dua bidang itu beralasan bahwa figh siyasah adalah hasil
ijtihad para ulama yang tidak bersifat mengikat dan tidak
ada keharusan untuk mengikutinya, sementara as-siyasah as-
syar‘iyyah merupakan produk ulama fikih yang diadopsi sebagai
undang-undang pemerintahan sehingga bersifat mengikat dan
ada kewajiban untuk mentaatinya.®

Terlepas dari persoalan apakah figh siyasah sama atau
berbeda dengan as-siyasah asy-syar‘iyyah, para fugaha’ dan
mutakallimiin menegaskan bahwa politik membutuhkan ilmu
agama terutama fikih. Hal ini karena fikih merupakan ilmu
yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang
berkenaan dengan kewajiban manusia kepada Allah, dirinya

>8 Yamani, Antara al-Farabi, p. 11-12.
*% ‘Abd al-Wahhab Khallaf, as-Siydsah as-Syar‘iyyah, p. 5.

60 Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, Figh Siyasah: Doktrin dan Pemiki-
ran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), p. 18-21.
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sendiri, dan orang lain.® Oleh karena itu, persoalan politik
menjadi obyek pembahasan ilmu fikih, khususnya yang me-
nyangkut persoalan kemasyarakatan dan kepentingan umum
(muamalah).

Sistem politik yang berdasarkan pada syariah (as-siyasah
asy-syar‘iyyah) dan dibahas di dalam ilmu fikih ini memiliki
karakter etis yang sangat kuat. Karakter itu tampak dalam prin-
sip dan tujuan syariah yang mendasarinya, yakni untuk mewu-
judkan kebaikan (maslahah) umat dan menghindarkan mereka
dari kerusakan (mafsadah). Bagi fuqaha’ dan mutakallimin,
ukuran kebaikan dan kerusakan telah ditetapkan di dalam al-
Quran dan Sunnah. Prinsip tersebut menjadi karakter etis dari
sistem politik yang berdasarkan pada syariah (as-siyasah asy-
syar‘iyyah) ini.

Selain di dalam keilmuan fikih, persoalan politik juga di-
bahas dalam bidang keilmuan filsafat politik oleh para filosof
Muslim sejak al-Kindi hingga mencapai puncaknya dalam
pemikiran politik Ibn Khaldan. Ketika membahas persoa-
lan politik ini, para filosof berbeda jalur dengan fugaha’ dan
mutakallimiin dalam pendekatan dan pemahaman tentang
sifat dasar dari tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka tidak
hanya membatasi pembahasan pada diskursus politik Islam,
tetapi membicarakan diskursus politik yang lebih luas. Mereka
me-nempatkan politik sebagai bagian dari filsafat yang terpisah
dari keilmuan figh dan kalam. Mereka bahkan mempertanya-
kan ulang prinsip-prinsip dasar yang diterima begitu saja dan
digunakan oleh para fugaha’ dan mutakallimiin untuk mem-
bangun sistem politik ideal yang berdasarkan pada syariah.®

Ada tiga ciri umum filsafat politik Islam pada abad perte-

ngahan. Pertama, para filosof politik Islam sangat terpengaruh
oleh filsafat Yunani, terutama pemikiran Plato dan Aristo-

¢! Fauzi M. Najjar, “Siyasa in Islamic Political Philosophy;” p. 94.
82 Ibid., p. 102.
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teles. Intensitas pengaruh tersebut tidak sama antara seorang
filosof dengan yang lainnya. Pengaruh itu berlangsung setelah
karya-karya Plato dan Aristoteles mengenai etika dan politik
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Plato misalnya menya-
takan bahwa negara terbentuk karena manusia tidak mampu
memenuhi sendiri seluruh kebutuhan hidupnya. Untuk ber-
tahan hidup, manusia harus saling bekerja sama. Pada giliran-
nya, kerja sama yang terorganisir ini akan menjadi dasar
terbentuknya negara.®® Pandangan Plato ini lalu diadopsi oleh
para filosof Muslim untuk menjelaskan terbentuknya negara.*

Kedua, mayoritas filosof Muslim abad pertengahan men-
dasarkan teori-teori mereka pada realitas politik yang ber-
langsung pada zaman masing-masing. Mereka juga cenderung
menerima sistem politik dan kekuasaan yang ada, atau bahkan
memberi legitimasi filosofis terhadap sistem tersebut. Para
filosof yang berkiprah langsung di dalam struktur kekuasaan
tidak jarang bersikap mempertahankan kepentingan penguasa
ketimbang menentangnya. Jika mereka menemukan fakta-fakta
politik yang perlu diperbaiki atau dibenahi, mereka menyuara-
kannya dari dalam struktur kekuasaan tersebut.®®

Ketiga, ada juga pemikiran dari filosof Muslim di bidang
ini yang bercorak idealis-utopis, seperti pemikiran al-Farabi
tentang negara paripurna dan filosof sebagai raja. Corak ini
menunjukkan pengaruh pemikiran Yunani Kuno, terutama
Plato. Di dalam teori politiknya, al-Farabi menegaskan bahwa
tujuan didirikannya negara adalah untuk meraih kebahagiaan.
Orang yang mampu mendapatkan kebahagiaan itu adalah filo-
sof. Oleh karena itu, menurut al-Farabi, filosoflah yang paling
layak memimpin masyarakat untuk mencapai kebahagiaan itu.

%3 Henric Rapar, Filsafat Politik Plato (Jakarta: Rajawali Press, 1991), p. 62.
64 Lihat misalnya Aba Nasr al-Farabi, Ara’ Ahl al-Madinah, p. 89-90.
6 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, p. 42.
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Dapat dilihat bahwa karakter etis yang tampak dalam genre
as-siyasah asy-syar‘iyyah juga menjadi ciri utama dalam genre
filsafat politik Islam. Para filosof Muslim mengatakan bahwa
politik diperlukan untuk mencapai kebahagiaan manusia dalam
kehidupannya di dunia yang merupakan prasyarat kebahagiaan
di akhirat. Mereka juga menetapkan norma-norma etis sebagai
dasar bagi penyelenggaraan politik, seperti keadilan, keseder-
hanaan, kebijaksanaan, dan lainnya. Dalam pandangan para
filosof Muslim, politik sangat dekat dengan etika dan bahkan
dibangun di atasnya. Norma-norma moral yang universal
menjadi etos yang mewarnai kehidupan politik masyarakat.
Karakter etis ini menjadi ciri utama filsafat politik Islam hingga
abad pertengahan, seperti ditemukan dalam pemikiran filosofis
al-Kindi sampai Ibn Khaldin.

F. Penutup

Untuk mengakhiri tulisan ini, penulis akan menggaris-
bawahi beberapa poin berikut. Pertama, Islam memiliki ke-
terkaitan yang sangat kuat dengan politik, baik di ranah praksis
maupun teoritis. Di ranah teoritis, kajian yang mendalam ter-
hadap berbagai bentuk pemikiran dan teori-teori politik Islam
masih kalah pamor dengan teori-teori politik yang berkembang
di belahan dunia Barat. Dalam konteks inilah diperlukan kajian
dan pemetaan terhadap diskursus teoretis politik yang ber-
kembang dalam khazanah keilmuan Islam.

Kedua, diskursus tentang politik dalam khazanah keilmuan
Islam hingga abad pertengahan dibahas dalam dua genre ke-
ilmuan yang berbeda, yakni dalam disiplin fikih dan filsafat.
Eksponen disiplin yang pertama adalah para ulama fikih (fuqa-
ha’) dan para teolog (mutakallimiin) yang lebih mengedepankan
cara pandang normatif-teologis terhadap politik, namun tidak
jarang juga terlibat dalam politik praktis. Sedangkan eksponen
disiplin yang kedua adalah para filosof yang mengandalkan
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cara pandang rasional-kritis dan mengambil inspirasi dari
sumber-sumber lain di luar Islam dalam pembahasan mereka
tentang politik. Para fuqaha’ dan mutakallimin mengidealkan
sistem politik yang berdasarkan pada syariah (as-siyasah asy-
syar‘iyyah), sementara para filosof mengutamakan penyelarasan
filsafat politik Yunani dengan Islam dan membuatnya bisa
dimengerti dalam konteks dunia Islam.

Ketiga, dua genre diskursus politik dalam khazanah keil-
muan Islam di atas sama-sama menunjukkan bahwa politik
dalam Islam memiliki karakter etis yang sangat kuat. Politik
adalah sarana untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam
berbagai bentuknya (keadilan, kebahagiaan, kemaslahatan,
kebijaksanaan, dan seterusnya). Diskursus politik Islam di-
tegakkan di atas etika dan nilai-nilai moral yang adiluhung.
Meski para fugaha’, mutakallimiin, dan filosof memiliki cara
pandang dan pendekatan yang berbeda dalam membahas per-
soalan politik, namun mereka sama-sama menekankan signi-
fikansi etika dalam politik.
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